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Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut
juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum
sehinggatidak adaterjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk
penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana
yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam
bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan
bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan
performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal
penggunaan knal pot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang
merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knal pot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan
penindakan terhadap penggunaan knal pot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula
adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikas tersebut karena masih cukup menimbulkan
pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan
knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondis
penindakan pelanggaran penggunaan knal pot tersebut oleh aparat kepolisian di DK Jakarta.

...... The State of Indonesiais alegal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that thereare In a
state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement
both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are
violations and which are not. It also aimsto create security, comfort, and order in society. In the use of
motorized vehicles on the highway, not afew motorized vehicle users modify their motorbikes by changing
the exhaust with the aim of improving performance or getting alouder sound for the personal satisfaction of
the user. In terms of the use of amodified exhaust, it also caused complaints from some people who felt
uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the
modified exhaust. The problem that arisesis also regarding the handling of the modified exhaust because it
is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the
exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of
the use of the exhaust by the policein DKI Jakarta.
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